
Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Sengketa merupakan bagian inheren dari interaksi manusia, baik dalam lingkup 

personal, bisnis, maupun sosial. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai kerangka 

hukum yang berlaku di Indonesia untuk navigasi yang efektif saat menghadapi perselisihan. 

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif mengenai berbagai langkah hukum yang 

tersedia untuk menyelesaikan sengketa, membandingkan antara jalur formal litigasi 

(pengadilan) dan jalur non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS). Pembahasan 

meliputi dasar hukum, tahapan prosedural, peran krusial penasihat hukum, serta strategi 

praktis dalam manajemen sengketa. Tujuan artikel ini adalah memberikan wawasan yang 

jelas bagi masyarakat umum dan praktisi hukum mengenai opsi terbaik dalam mencapai 

penyelesaian yang adil dan efisien. 

Kehidupan bermasyarakat seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan yang berujung 

pada sengketa. Sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan 

keluarga, sengketa tanah, hingga kompleksitas hukum bisnis internasional. Ketidaktahuan 

akan prosedur hukum yang benar seringkali memperburuk situasi, menyebabkan kerugian 

waktu, biaya, dan energi yang tidak perlu. Sistem hukum Indonesia, yang didasarkan pada 

hukum perdata dan hukum publik, menyediakan mekanisme yang beragam untuk 

menyelesaikan konflik-konflik ini. Artikel ini berfokus pada sengketa perdata, di mana 

perselisihan timbul dari hubungan hukum antara individu atau badan hukum swasta. Dasar 

hukum utama yang mengatur hal ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam Herzien Indonesisch 

Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Reglement tot Regeling van het 

Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan 

Madura. 

Pilihan jalur penyelesaian sengketa sangat menentukan hasil akhir. Pemahaman mendalam 

tentang dua pilar utama—litigasi dan non-litigasi—menjadi esensial. 

Anatomi Sengketa Perdata di Indonesia 

Sengketa perdata pada dasarnya adalah perselisihan mengenai hak dan kewajiban yang 

timbul dari perjanjian (kontrak) atau perbuatan melawan hukum (PMH). Agar suatu sengketa 

dapat dibawa ke ranah hukum, pihak yang merasa dirugikan wajib membuktikan adanya 

peristiwa atau hubungan hukum yang menjadi dasar klaimnya, sesuai dengan Pasal 1865 

KUHPerdata. 

Sebelum memulai proses formal, penting untuk mengidentifikasi beberapa elemen kunci: 

• Para Pihak: Siapa yang menjadi penggugat dan tergugat. 

• Objek Sengketa: Apa yang diperselisihkan (misalnya, uang, properti, hak asuh). 

• Dasar Gugatan (Posita): Uraian fakta dan dasar hukum yang mendasari klaim. 

• Tuntutan (Petitum): Apa yang diminta oleh penggugat dari pengadilan atau pihak 

lawan. 



Proses awal ini seringkali membutuhkan bantuan profesional hukum untuk memastikan 

kelengkapan administrasi dan kekuatan argumentasi hukum. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Pilihan Efisien di Luar Pengadilan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa memberikan landasan kuat bagi penyelesaian konflik di luar pengadilan. Jalur ini 

menawarkan keuntungan signifikan: proses lebih cepat, biaya lebih rendah, kerahasiaan 

terjaga, dan seringkali menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. 

1. Negosiasi 

Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang paling mendasar dan fleksibel. Pihak-

pihak yang bersengketa berdialog secara langsung untuk mencapai solusi yang saling 

menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga formal. Keberhasilan negosiasi sangat 

bergantung pada kemauan baik para pihak dan kemampuan komunikasi. 

2. Mediasi 

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang bertugas memfasilitasi 

komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi mereka sendiri. Mediator tidak 

memiliki kewenangan memaksa atau memutuskan hasil. Di Indonesia, mediasi bahkan 

diwajibkan dalam proses litigasi perdata di pengadilan, diatur secara rinci dalam Peraturan 

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Jangka waktu mediasi di pengadilan maksimal 40 hari kerja, yang dapat diperpanjang 14 hari. 

Jika berhasil, kesepakatan dituangkan dalam Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum 

tetap (eksekutorial). 

3. Arbitrase 

Arbitrase adalah penyerahan sengketa kepada satu atau beberapa arbiter (pihak ketiga 

independen) yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase sering digunakan 

dalam sengketa bisnis dan perdagangan karena para pihak dapat memilih arbiter yang ahli di 

bidang spesifik yang disengketakan. Keputusan badan arbitrase nasional seperti BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia) diakui dan dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri. 

4. Konsiliasi dan Metode Lainnya 

Konsiliasi melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang lebih aktif daripada mediator, bahkan 

dapat mengusulkan solusi konkret. Metode lain seperti konsultasi juga tersedia, di mana para 

pihak meminta pendapat ahli hukum mengenai posisi mereka. 

Proses Litigasi: Jalur Formal Pengadilan 

Ketika upaya damai (non-litigasi) gagal atau tidak dipilih, jalur litigasi di Pengadilan Negeri 

menjadi opsi utama. Proses ini diatur ketat oleh hukum acara perdata, bersifat formal, 

terbuka untuk umum, dan memakan waktu serta biaya lebih besar. 

 

 



1. Tahap Pra-Persidangan 

• Pengajuan Gugatan: Gugatan diajukan secara tertulis (atau lisan bagi yang buta 

aksara) ke Pengadilan Negeri yang berwenang, biasanya di wilayah hukum tempat 

tinggal tergugat (kompetensi relatif, Pasal 118 HIR). 

• Pendaftaran dan Biaya Perkara: Gugatan didaftarkan dan penggugat membayar 

panjar biaya perkara. 

• Pemanggilan Pihak: Jurusita pengadilan memanggil penggugat dan tergugat secara 

patut untuk menghadiri sidang pertama. Jika tergugat tidak hadir dua kali berturut-

turut tanpa alasan sah, perkara dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran 

tergugat). 

2. Tahap Persidangan 

Tata urutan persidangan perdata biasanya mengikuti alur: 

1. Mediasi Wajib: Tahap pertama sidang adalah anjuran damai, dilanjutkan dengan 

proses mediasi formal di bawah Perma No. 1 Tahun 2016. 

2. Pembacaan Gugatan: Jika mediasi gagal, gugatan dibacakan kembali di muka sidang 

majelis hakim. 

3. Jawaban Tergugat (Eksepsi dan Pokok Perkara): Tergugat menyampaikan tanggapan 

tertulis terhadap gugatan, yang bisa berisi keberatan prosedural (eksepsi) dan 

bantahan substansial (pokok perkara). 

4. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat: Penggugat membalas jawaban tergugat 

melalui replik, dan tergugat menanggapinya lagi melalui duplik. 

5. Pembuktian: Ini adalah tahap krusial di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk 

mendukung dalil masing-masing. Alat bukti yang sah menurut HIR/RBg dan 

KUHPerdata meliputi: 

o Surat (bukti tertulis) 

o Saksi (keterangan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri 

peristiwa) 

o Persangkaan 

o Pengakuan 

o Sumpah 

Pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. 

6. Kesimpulan: Para pihak menyerahkan kesimpulan akhir secara tertulis kepada majelis 

hakim. 

7. Musyawarah Majelis Hakim: Hakim bermusyawarah secara rahasia untuk mengambil 

putusan. 



3. Tahap Putusan dan Upaya Hukum 

• Pembacaan Putusan: Hakim membacakan putusan di sidang terbuka. 

• Upaya Hukum: Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 

dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diterima. Selanjutnya, dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam kasus tertentu, Peninjauan 

Kembali (PK). 

Peran Krusial Advokat dan Manajemen Sengketa 

Menghadapi sengketa hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sangat 

disarankan didampingi oleh advokat profesional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat mengatur peran mereka sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, 

bertugas memberikan jasa hukum, termasuk konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan 

klien. 

Advokat membantu dalam: 

• Analisis posisi hukum dan potensi risiko. 

• Pengumpulan dan pengelolaan bukti yang sah. 

• Penyusunan dokumen hukum (gugatan, jawaban, memori banding). 

• Strategi negosiasi atau persidangan. 

• Memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal. 

Manajemen sengketa yang baik melibatkan pemilihan jalur yang paling strategis sejak dini. 

Terkadang, sengketa kecil yang dapat diselesaikan dengan negosiasi sederhana tidak perlu 

dibawa ke pengadilan, yang justru memakan biaya lebih besar daripada nilai sengketa itu 

sendiri. 

Studi Kasus Mini: Sengketa Jual Beli Tanah 

Bayangkan sebuah sengketa di Rembang Regency, Jawa Tengah, di mana Pembeli (P) telah 

membayar lunas tanah kepada Penjual (J), namun J menolak menandatangani akta jual beli 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Langkah Hukum Awal: P dapat mengirimkan somasi (surat peringatan) kepada J, meminta J 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. 

Jalur Non-Litigasi: Jika somasi diabaikan, P dan J bisa sepakat menunjuk mediator lokal atau 

BANI (jika ada klausul dalam perjanjian awal). 

Jalur Litigasi: Jika jalur damai gagal, P mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) atau Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Rembang. Di pengadilan, mereka akan melalui 

mediasi wajib. Bila mediasi gagal, persidangan berlanjut, P harus membuktikan pembayaran 

dan kewajiban J. Jika P menang, putusan pengadilan akan memerintahkan J untuk 

menandatangani akta tersebut. 



Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa 

Meskipun sistem hukum menyediakan kerangka yang jelas, tantangan tetap ada. Lamanya 

proses litigasi di Indonesia sering menjadi keluhan utama, terutama jika berlanjut hingga 

tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Selain itu, biaya berperkara, meskipun ada pos 

bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu, bisa menjadi penghalang. 

Peran hakim dalam mengimplementasikan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan 

berbiaya ringan sangat vital. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan 

dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya jalur APS menjadi kunci perbaikan 

sistem penyelesaian sengketa di masa mendatang. 

Kesimpulan 

Penyelesaian sengketa di Indonesia menawarkan kerangka hukum yang terstruktur, membagi 

opsi penyelesaian menjadi jalur litigasi formal dan alternatif non-litigasi yang lebih fleksibel. 

Memahami hak dan kewajiban, didukung oleh bukti yang kuat dan nasihat hukum yang 

kompeten, adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Kehadiran Perma 

tentang mediasi menunjukkan penekanan negara terhadap penyelesaian damai, namun jalur 

pengadilan tetap menjadi benteng terakhir penegakan keadilan. 
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